
 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 61 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 20 TAHUN 2016 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 

36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten terdapat 

pembentukan Perangkat Daerah baru yang 

mengakibatkan peralihan kegiatan berkaitan dengan 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, maka perlu 

melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Klaten; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 148); 

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 32); 

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten 

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 

Nomor 48); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 20 

TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN. 

 

 

 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 

Nomor 20) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 22 

(1) Susunan keanggotaan PPID Utama terdiri dari : 

a. Pembina PPID : Bupati Klaten 

b. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten 

c. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi Informatika  

Kabupaten Klaten 

d. Koordinator Bidang : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika 

Pengelolaan Informasi    Kabupaten Klaten 

e. Koordinator Bidang : Kabid Komunikasi dan Persandian   

Pelayanan Informasi,  Dinas Komunikasi Informatika 

Dokumentasi dan Arsip  Kabupaten Klaten 

f. Tim Penyelesaian : - Kasi Komunikasi dan Desiminasi 

Sengketa Informasi             Informasi Dinas Komunikasi      

   Informatika Kabupaten Klaten 

  - Kasubbag Perencanaan Inspektorat  

   Kabupaten Klaten 

  - Kasubbag Bantuan Hukum dan  

   Hak Asasi Manusia Bagian Hukum 

  Sekretariat Daerah Kabupaten   

  Klaten 

g. PPID Pembantu : Sekretaris/Kepala Bagian di masing- 

  masing Perangkat Daerah 

(2) Bagan struktur organisasi PPID Utama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan dalam BAB VII TFPPIF Pasal 32 dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga 

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : 

 

 

 



Pasal 34 

(1) PPID Utama dan PPID Pembantu wajib membuat SOP Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik. 

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : 

a. Uraian prosedur/ kegiatan; 

b. Pelaksana kegiatan; 

c. Mutu baku; 

d. Kelengkapan; 

e. Waktu proses/kegiatan; 

f. Output proses/ kegiatan; dan 

g. Pengesahan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas. 

   

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

Ditetapkan di Klaten       

pada tanggal 26 Desember 2018 

 

BUPATI  KLATEN, 

        Cap 

         ttd 

               SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten  

pada tanggal 26 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

       ttd 

JAKA SAWALDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 60 

Mengesahkan 

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  

a.n BUPATI KLATEN 

SEKRETARIS DAERAH 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

                        Cap 

ttd 

LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM 
Pembina Tk. I 

NIP. 19710724 199003 2 001 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 61 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

KLATEN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN 

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI  KLATEN, 

        Cap 

         ttd 

               SRI MULYANI 

PEMBINA PPID 

BUPATI 

PPID Utama 

Kepala 

Diskominfo 

PPID 

Pembantu 

Kecamatan 

Atasan PPID 

Sekretaris Daerah 

PPID 

Pembantu 

Kantor 

 

PPID 

Pembantu 

Badan/Dinas 

PPID 

Pembantu 

bagian 

 Pengelolaan Informasi 
 Pelayanan Informasi, 

Dokumentasi dan Arsip 

 Penyelesaian Sengketa 
Informasi 

 

Mengesahkan 
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  

a.n BUPATI KLATEN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

                        Cap 
ttd 

LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM 

Pembina Tk. I 

NIP. 19710724 199003 2 001 


